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Athaiduiniiai teiah selesar tersusun. Alasan ulama peinidihan opik ini adaiah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keteran_ga_n
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
» ba* b be
< ta' t _ _tc _
< Sa s es (dengan titik di atas)
& | Jim | j ll je |:
C | Ha‘ h | ha (dengan titik di bawah)
C Kha' kh ka dan ha
.z_ I _d:‘_:l alie g __d f HY |
) Zal zZ zet (dengan titik di atas)
g ra‘ r er
) Zai z zet
Sy sin 8 es
o syin sy es dan ye
u° sad $ es (dengan titik di bawah)
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0P dad . d de (dengan titik di bawah)
b ta' t te (dengan titik di bawah)
b za' z zet (dengan titik di bawah)
C ‘ain ¢ koma terbalik
t Gain g ge
S Fa‘ f] ef
) qaf q qi
4 kaf k ka
J lam I el
¢ mim m em
) N n Z
i | |
9 wawu w we
—A Ha’ h ha
apostrof (tetapi tidak
'3 hamzah ? dilambangkan apabila ter-
| | letak di awal kata)
€ Ya' y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— Fathah a a
= Kasrah i i
. Dammah u u
Contoh:
=S - kataba «-2Jy . yazhabu

Jow - sw'ila S 3 - Zukira
2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf L.atin Nama
(§ o Fathah dan ya ai adani
S . Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
J; - kaifa J 9> -haula
C. Maddah {

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(S Ve Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksurah

X



(S Kasrah dan ya. i i dengan garis di atas
2

9 e dammah dan wawu u u dengan garis di atas

Contoh

JB - qala Jgs - qila

(s*) -Tama J s- yaqillu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup
Ta’ marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah (t).

?  Ta’ Marbutah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah (h)
Contoh: d>lb- Talhah

3. Kalau pada kata vang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata vang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan. ha /b/

Contoh: &) 4.2 s - raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

'dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut



dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda
syaddah itu.
Contoh: L _ -rabbana

;-&i - nw’imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “J"’. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang
diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslitcrasikan sesuai
dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
Cotoh : J>-:-“ — ar-rajulu

L) _ as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariysah.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah,
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan tanda sambung (-)



Contoh: r-lﬂ‘ - al-qalamu I -al-jalalu

@-—L,-“ - al-badi’u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena
dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
{s - syai’un <l - umirtu

¢ o:Jl - an-nau’u 0 942U - ta’khuziina

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arah sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada hurnf Arab atan
harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

N gb & ol 9 - Wainnallaha lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :

d g w\“ SVeIvy - wa ma Muhammadun illa Rasul

ua\-J-U &Py S JSf ::)‘ - inna awwala baitin wudi’a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat vang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

S ey & @ -nagrun minallahi wa fathun qarib

L~ oY1 & - 1illhi al-amru jami’an

Bagi mercka yang menginginkan kéfasihan dalam bacaan, pedoman

transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dan demokrasi merupakan wacana yang tidak pernah pupus
dibicarakan. Wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban
dan pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialaminya. Negara
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupann sosial-politik manusia
sebagai sarana untuk mencapai tujuan baik yang bersifat individual maupun
sosial. Perkembangan wacana negara demokrasi telah dimulai sejak zaman
Yunani kuno dengan ditandai berdirinya negara kota. Negara berdasarkan
beniuknye  dalam eort pelitk L moniadi diia
Pertuma, negara teokratis dan kedua negara sekuler Negara teokratis merupakan
perwujudan dari adanya kekuasaan Tuhan yang mewakili manusia. Sedangkan
negara sekuler adalah negara yang sama sekali lepas dari ikatan keagamaan.

Tintuk 'menjamin tercanainva tuinan berdirinva negare yang demckratis
dan oleh karena banyaknya kepentingan yang harus di akomodasi, maka negara
harus mampu menyediakan sebuah sistem yang menempatkan keadilan dan
persamaan bagi masing-masing individu dan kelompok masyarakat dalam
mencapai tujuan mereka. Demokrasi sebagai sebuah sistem politik dianggap
paling ideal dan sempurna saat ini guna menjamin tercapainya tujuan dimaksud

individu dan kelompok masyarakat dalam seuatu negara. Karena demokrasi

merupakan sistem yang memberikan kebebasan kepada individu dan kelompok



masyarakat untuk mencapai tujuannya, menempatkan kesamaan kedudukan bagi
setiap individu dihadapan undang-undang dan menjamin hak asasi manusia.

Indikasi yang menonjol mewarnai tranformasi masyarakat Indonesia tiga
dasawarsa terakhir ini, adalah kuatnya tuntutan demokrasi. Demokrasi telah
menjadi diskursus yang melibatkan semua elemen masyarakat, dari parpol,
pemerintahan, ormas, cendikiawan, dan politikus baik yang ada di dalam negeri
maupun yang ada di luar negeri. Hal ini karena masyarakat menaruh harapan yang
sangat besar akan terjadinya masa transisi menuju kehidupan politik yang lebih
baik di Indonesia.”

Sejak dahulu, Islam telah mengajarkan kebebasan pada umat manusia di
mana manusia diberikan kebebasan untuk beragama atau tidak,” sehingga umat
mannsis tidak iethelengey Bheh fenomens
bathninya, tidak boleh dirongrong. tidak boleh diintimidasi. dan harus bebas dari
cengkraman kekuasaan manusia lain® lslam memenntahkan pada manusia

tentang keadilan, kejujuran, persamaan, amanah, musyawarah, dan istiqomah,

vang kesemnannva itu dalam ranoka mewnindkan tata kehidinan macvaralat dan

Y Affan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), him 2

? Dalam al-Qur'an Surat Kahfi ayat 29 diyatakan bahwa kebenaran itu mutlak milik
Allah, kalau mau iman silakan, mau kafir terserah saja. Ayat tersebut memberikan kebebabasan
pada setiap individu manusia untuk berbuat apa saja yang terkandung dalam hatinya, baik setuju
atau tidak. Artinya, pembungkaman terhadap mulut seseorang untuk mengemukakan pendapatnya
di alam “demokrasi” tetetap terlarang, membekukan pokok pikiran seseorang yang keluar dari
mulutnya untuk begini dan begitu, hal itu tidak dibenarkan dan tidak demokratis namanya.
Muhammad Thohir Badrie, “Agama Dan Demokrasi” dalam Franz Magnis Suseno dkk (ed.),
Seminar Sehari-hari Agama Dan Demokrasi, cet. I (Jakarta: P3M, 1992), him. 133-134.
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negara yang sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup yang berkeseimbangan,
baik orang perorangan maupun hidup secara bersama-sama.

Sementara dalam al-Qur’an sendiri, terdapat seperangkap prinsip dan tata
nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara lain prinsip tauhid,
permusyawaratan dalam mencari pemecahan masalah-masalah bersama, ketaatan
pada seorang pemimpin, persamaan, keadilan, kebebasan bernegara dan saling
menghormati dalam hubungan antar umat beragama.”

Merupakan satu fenomena yang sangat penting dalam masyarakat global
pada abad ke-20 ini adalah semakin derasnya tuntutan demokrasi dan merebaknya
wacana demokrasi, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang,
termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam.” hampir
dapat berdin dengan tegak Negara juga tidak akan berada pada keadaan vyang
kondusit tanpa adanya demokrasi. Dengan kata lain, tanpa Islam semangat hidup

umat bernegara akan lenyap, dan tanpa demokrasi usaha manusia akan sia-sia.”’

Totilaoh Aamalrract talah Ail-annl catalr oo d 1rn & calhaliismm manerahi vrasms evnda
T L L S e T for LR St O C VR R VR OL TR P PR T T OV SR 020 PSR 070 10008

awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan

» Nadhier Muhammad, “Agama dan Demokrasi” dalam Franz Magsnis Suseno dkk (ed.),
Seminar Sehari-hari, cet. 1 (Jakarta: P3M, 1992), him. 125.

% Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, cet. I
(Jakarta: UT-Press, 1993), him 233

9 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang
Demokrasi,cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him_ 1-2

? Fahmi Huwaydi, Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-isu Besar Politik
Islam, Alih Bahasa Muhammad Abdul Ghaffar E M. cet I (Bandung: Mizan, 1996), him. 7.



kediktatoran di negara-negara Yunani Kuno, pada waktu itu demokrasi
dipraktekkan sebagai suatu sistem di mana seluruh warga negara membentuk
lembaga-lembaga legislatif yang mengharuskan semua pejabat bertanggungjawab
sepenuhnya pada majlis rakyat yang memadahi atau memenuhi syarat untuk
mengontrol berbagai problem eksekutif, yudikatif, dan legislatif.®

Demokrasi merupakan suatu sistem yang dapat menjamin keteraturan
publik dan sekaligus mendorong adanya transformasi masyarakat menuju struktur
sosial, ekonomi, dan kebudayaan ” yang lebih ideal. Ideal dalam arti manusiawi,
egaliter, dan berkeadilan, hal ini karena demokrasi telah diyakini sebagai sistem
yang paling rasionalistik dan realistis untuk menjaga struktur masyarakat yang

. . . . ’ 10

dominatif, represif, dan otoritarian.'”
Ada sehagian ulama beipendapai hahwy demobresi sdeish Lelufinan

hal i seperti apa yang dikatakan oleh golongan khawarij terdahulu yang

menganggap bahwa demokrasi berarti pemberian wewenang terhadap rakyat

untuk menetapkan sebuah hukum. Sedangkan rakyat dalam Islam bukan

® Maskuri Abdillah, Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim
Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993),cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), him. 71.

? Kuntowijoyo, “Agama dan Demokrasi Diindonesia” dalam Reza Noer Arfani (ed.),
Demokrasi Indonesia Kontemporer, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 35-37.

'9 Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran, him. 2-4.

' Pemaparan mereka bisa salah dan bisa benar, namun masalah ini harus diperjelas
secara tuntas, sehingga permasalahan Islam bisa diletakkan secara professional dan tidak terdapat
penafsiran yang salah. Apakah dengan begitu mudahnya tuduhan kufur itu dilontarkan.. ? Jika
memang Islam dan demokrasi berhubungan dan bergabung sehingga terwujud kemaslahatan bagi
umat Islam, maka apakah tuduhan (klaim) tersebut masih tetap berlaku..? Yusuf Qardhawi, Figh
Daulah: Dalam Prespektif al-Qur ‘an dan Sunnah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1997), him. 183



menetapkan hukum, sebab hanya Allah-lah yang memutuskan atau menentukan
sebuah hukum.'?

Jika mengikuti perkembangan situasi di dunia Arab dengan seksama,
niscaya tidak akan menemukan di dalamnya indikasi adanya benturan-benturan
terhadap demokrasi. Apa yang telah ditulis oleh para ahli figh ternama seperti
Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, maupun Muhammad Syalthuth mengenai
sistem pemerintahan atau politik Islam, semua ruang lingkupnya tidak ada yang
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam demokrasi.'>

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon kaum
intelektual muda Islam Indonesia terhadap demokrasi, hampir semuanya
menerima istilah demokrasi menjadi  suatu sistem yang harus dijalankan.'?
heberapa alasan vang mendasaringa adalah Pormume adanve kesamasn anta
niai-miai Islam dan Demokrasi, terutama yang derdapat dalam konsep
musyawarah, kesamaan, dan keadilan. Kedua, didasarkan pada praktek historis
Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafi al-Rasyidin. Ketiga, demokrasi
merupakan cara vang tepat imtuk menvamnaikan aeniraci dan kenentingan umat

Islam walaupun dengan sedikit catatan di antara mereka tidak menerima nilai-nilai

demokrasi yang bersumber dari demokrasi liberal.'”

'» pendapat tersebut dibantah oleh Ali bin Abi Tholib, seraya berkata: “Kata-kata vang
henar namun dimaksudkan untuk yang bathil”. Ibid. 181-182.

') Fahmi Huwaydi, Demokrasi Oposisi, him.193-194
' Maskuri Abdillah. Demokrasi di Persimpangan Makna, hlm.77

1) Fahmi Huwaydi, Demokrasi Oposisi, hlm 212



Wacana demokrasi dan Islam semakin menarik manakala agama mencoba
memberikan interpretasi tentang keberadaannya. Misalnya, dalam Islam, negara
dan demokrasi sejak dahulu telah menjadi perbincangan. Ibnu Khaldun (w.1406)
dalam muqaddimahnya menganggap bahwa agama merupkan daya pemersatu dan
sumber kekuatan politik terbentuknya sebuah negara, sementara al-Farabi dalam
karyanya Moadinatu al-fadhilah menggagas tentang negara Islam  yang
berdasarkan kedaulatan Tuhan.'® Meskipun demikian secara ontologis terdapat
perbedaan yang mendasar antara Islam dan demokrasi atau agama dan
demokrasi.'”

Tentunya perbincangan mengenai wacana Islam dan demokrasi juga tidak
luput dari perhatian para tokoh politik Islam kontemporer. Misalnya, di antara
tokoh-tokeh intelektual muslim 'ndanesin vang secar icvas menerime Lonsen
Negara dan demokrasi sebagal suatu referensi bagi sebuah sistem pemerintahan
adalah K.H. Abdurrahman Wahid (vang akrab disapa Gus Dur) dan M. Amien
Rais. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi, bahwa demokrasi merupakan sistem
paling rasional dan efektif vang memungkinkan terhentitknva cniatn tatanan cacin-
politik yang adil, egaliter, humanis, dan terbuka sebagaimana Islam mencita-

citakanya.'®

9" Abdurrahman Wahid, Islam, Negara, dan Demokrasi, (Jakarta: Erlangga, 1999),
him 308

'" Fahmi Huwaydi, Demokrasi Oposisi, him. 151-159.

'® Muhammad Quthub, Islam Agama Pembebas, Alih bahasa Fungky Kusnaedi Timur,
cet. I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), him. 29-31.



Kaitannya dengan diskursus negara dan demokrasi, Abdurrahman Wahid
menegaskan bahwa dalam dunia modern, demokrasilah yang dapat
mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan bangsa. Demokrasi dapat
merubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok berputar bersama
menuju arah kedewasaan, kemajuan dan integritas bangsa. Oleh karenanya
Abdurrahman Wahid sendiri memaparkan bahwa nilai demokrasi itu sebenarnya
ada yang sifatnya pokok dan ada yang sifatnya derivasi atau dari lanjutan yang
pokok itu.'” Sedangkan nilai pokok demokrasi itu adalah: Kebebasan,
persamaan, dan musyawarah atau permusyawaratan. Akan tetapi menurut Ali
Abdurraziq bahwa inti atai nilai dasar demokrasi meliputi: Kebebasan, keadilan,
dan syura.

Menagpani nilai dasar demokeasi cehasaimana vane dinaparkan ek Al
Abdurraziq di atas, Abdurrahman Wamd mencoba menetralisasikannva, bahwa
dalam Islam nilai dasar yang namanya kebebasan, keadilan, dan syura tadi harus
diwujudkan dalam bentuk yang jelas, yaitu dalam arti persamaan “musawa baina
al-nas (persamaan antar manusia)” Cima sekarang dalam Iclam endah memiliLi
dua pandangan yang sebenamya.*”

Di satu sisi Abdurrahman Wahid mengakui penerimaan orang satu

derajat, karena dimuka Allah semua sama “inna akramakum indallahi at-qakum’”.

* Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi” dalam M.Masyhur Amin dan
Muhammad Najib (ed.), 4gama, Demokrasi, dan Tranformasi Sosial, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM,
1993), hlm. 89-90.
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Atau kalau mau spisifik konkrit, perlakuan aparat pemerintahan kepada warga
negara itu harus adil, obyektif, dan pejabat dengan rakyat haruslah sama. 2"

Lebih lanjut, dalam sebuah negara yang pluralistik sangatlah rentan
terthadap munculnya kesalahfahaman antar kelompok yang mengakibatkan
terjadinya disintegrasi dan muncul primodialisme,*? sehingga dengan adanya
pluralisme berarti adanya kecerdasan untuk saling mengenal dan berdialog secara
tulus dengan saling memberi dan menerima (take and give) antar kelompok yang
satu dengan kelompok yang lain, sebab subtansi dari demokrasi tu sendiri adalah
saling memberi dan menerima. Sehingga dalam hal ini, Abdurrahman Wahid
mencari titik temu antara Islam dan negara, dengan dua tawaran sekaligus >

Pertumu, menjadikan Islam sebagai etika sosial dalam kehidupan, yakni

etika sosial mengakar dalam kesadaran praksis masyarakat, seperti

perlunva kedanlatan hubkwn ity ditegakkan POTSaiaain poiakuan g

sCMua  waiga negara di depan hukum atau perundang-undangan dan

pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak **’

Kedua, primbumisasi Islam, yakni cita-cita untuk mengembangkan Islam

sesuai dengan corak setempat, agar Islam tumbuh berkembang tanpa

meminggirkan dan berkonfrontasi dengan nilai-nilai budaya lokal yang

bersifat positif dan juga agar budaya lokal tidak merusak sendi-sendi Islam
vang orinsipil %)

W 1pid,

) Bahwa munculnya primodialisme adalah anak kandung dari dibukanya proses
demokrasi. Wacana demokrasi, dan juga hak asasi manusia (HAM) menjadi semacam payung
pelindung dan merupakan alat legitimasi bagi munculnya aspirasi dari bawah, termasuk gerakan-
gerakan keagamaan yang selama ini terpinggirkan dan tertindas di bawah rezim otoriter Orde
Baru  Komaruddin Hidayat,"Kegagalan Peran Sosial Agama” dalam Arqam Kuswanjono dkk
(ed ), Revitalisasi Islam, cet. | (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), him. 36.

) Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran, him.132
* Ibid., hlm. 136-137.

) Ibid, hlm 138



Oleh karenanya Abdurahman Wahid menyadari bahwa ukuran nilai
demokrasi dalam proses perorangan di masyarakat, yang terjadi hanya karena
kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya teknis dan individual, tidak bisa dijadikan
tolak ukur, walaupun dia sendiri kerja demokratis. Sebab tolak ukur yang harus
digunakan haruslah, apakah negara menjamin dan melaksanakan pemberian
Jjaminan dasar atau hak asasi manusia sebagaimana yang diajarkan dalam Islam,
yaitu:

Pertama, jaminan akan keselamatan fisik seseorang. Kedua, jaminan dasar
akan keselamatan keyakinan agama (fi salamati al-aqidah). Ketiga, jaminan
dasar yang menyangkut jaminan dasar keutuhan rumah tangga. Keempat, jaminan
terhadap keselamatan hak milik. Ke/ima, jaminan terhadap keselamatan akal 2%

Sementara Amion Rais <eram feuas mensrima dan mombeln fentans
gagasan ncgara demokras) yang merupakan sistem politik yang telah mengalami
ujian sejarah peradaban manusia selama berabad-abad dan kini telah diyakini
secara universal sebagai sistem terbaik bagi kehidupan manusia. Walaupun,
menerima gagasan demokrasi  Amien Rais tetan mendacarkan nada cvari’ah 7/
Qur'an dan al-Sunnah sebagai source of law (sumber hukum) ", dengan cara
mencari titik temu antara Islam dan demokrasi.?” Di sini Amien Rais mengajukan
tiga fundamentalis yang harus ditegakkan atau dilakukan sebagai upaya
membangun negara atau masyarakat yang demokratis: 1) Negara harus dibangun

atas dasar keadilan (al-* Adalah). 2). Negara dibangun dan dikembangkan

*) Abdurrahman Wahid, “Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi” , hlm. 97-98.,

*"" Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran, him. 101-102.
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melalui mekanisme musyawarah (asy-Syura). 3). Dalam sebuah negara harus ada
prinsip-prinsip persamaan (al-Musawah).?®
selanjutnya, Amien Rais menjadikan demokrasi menjadi sebuah referensi
terbaik bagi Islam ataupun pengembangan bagi masyarakat-bernegara, dengan
memaparkan tiga argumentasinya : Pertama, demokrasi tidak saja merupakan
bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga
merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan
negara. Kedua, demokrasi sebagai suatu sistem politik dan pemerintahan
mempunyai akar sejarah yang panjang sampai zaman Yunani Kuno, sehingga
demokrasi tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu
lingkungan politik yang stabil. Ketiga, demokrasi merupakan sistem yang paling
alamiah dan manusiawi sehingea semua ralvar 8 aoears WaARATT eauin
demokrasi bila mereka diben kebebasan untuk menentukan pilihannya®”
Kemudian, Amien Rais menggariskan bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah
hanya memberikan etika yang jelas bagi pengelolahan bagi seluruh kehidupan
vrovnt Tolno

manusia. termasuk kehidupan hernolitik atan hemecaroh Yehidunon umat Llam

adalah integrated dan tidak memisahkan antara yang profan dan sakral.’”

?® Ibid., him. 102-105.

) M. Amien Rais, dalam pengantar, “Demokarsi dun Proses Politik” (Jakarta: LP38S,
1986), him. vii-viii

M. Amien Rais, dalam pengantar,” Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan
Islam”, cet. Il (Bandung: Mizan, 1990), him. 20. Atau M.Amien Rais, “Beberapa Catatan Kecil
Tentang Pemerintahan Islam” dalam bukunya Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta, cet.V
(Bandung™ Mizan, 1991), him. 41-49
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Dari diskripsi di atas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai
koilsep yang berbeda bahkan berseberangan, baik tentang agama, politik, dan
demokrasi. Namun, keduanya mempunyai sisi-sisi kesamaan yaitu demi
kemaslahatan umat manusia, meskipun implimentasinya juga berbeda, perbedaan
tersebut karena kondisi sosio-politik yang telah mempengaruhinya.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan
menelususri titik temu antara Islam dan kenegaraan menurut pandangan Gus Dur
dan Amien Rais melalui buku-buku atau tulisan-tulisan karya monumental
mereka masing-masing, dengan titik tekan pada landasan pemikiran serta faktor
sosial-politik yang melatarbelakangi terbentuknya konsep negara yang demokratis

tersebut.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi
rumusan pokok masalah yang akan diteliti agar terfokus dan tidak meluas,
sehingga meniadi ielas Adapun pokok masalahnyva cehagai herilot:
1. Bagaimana pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais tentang Islam dan kenegaraan?
2. Bagaimana corak pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais
tentang Islam dan kenegaraan dengan melihat sisi persamaan dan

perbedaan?
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Mendiskripsikan atau mengungkapkan politik Abdurrahman Wahid dan
Amien Rais tentang Islam dan kenegaraan di Indonesia

b. Menjelaskan bagaimana corak pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Amien Rais dengan melihat persamaan dan perbedaan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi
pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari
mengalami perkembangan. Di samping memberikan pandangan baru
akan politik yang didasarkan pada konsep keagamaan dan sosio-kultural
vang herbeda

D. Bagl pengembangan politik [slam, vyaitu memperkava khazanah
pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang
membicarakan tentang Islam dan kenegaraan.

c. Bagi kehidupan secara umum. vaitn memberikan kontrihuci nemiliran
tentang - Islam dan kenegaraan sebagai bahan perbandingan dengan

karya-karya penelitian yang lain.

D Telaah Pustaka
Penclitian ini adalah mengenai komparasi pemikiran Abdurrahman Wahid
dan Amien Rais tentang Islam dan kenegaraan, yang penyusun fokuskan

mengenai landasan pemikiran yang melatarbelakangi konsep mereka tentang
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Islam dan kenegaraan. Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang pandangan
keduanya kaitannya dengan Islam dan kenegaraan maka dibutuhkan data-data
primer dan sekunder.

Dengan adanya pemikiran kritis dan progresif yang dikembangkan oleh
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang demokrasi telah merangsang minat
yang sangat tinggi dikalangan cendekiawan muslim dan peneliti, baik di dalam
maupun di luar negeri, untuk melakukan kajian dan analisis yang mendalam
terhadap subtansi beberapa karakteristik pemikiran yang berharga. Beberapa
buku, kertas kerja, makalah, kolom, atau tulisan-tulisan lepas telah dibuat oleh
kedua tokoh untuk digunakan sebagai sumber penelitian ini.

Buku yang mengkaji sangat detail pemikiran Abdurrahman Wahid dan
Amin Rais adalaly Zomem Badbe jclam o FAdiesics ek o i B
Abdurrahman Wahid, Amein Rais. Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat,””
yang disusun oleh Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim. Buku ini
membahas secara panjang lebar tentang pemikiran keempat tokoh tersebut, namun
karena banvaknva nemikiran tokoh vaba dikosi ‘edakalblitd Bel Lolaiir nutaiiy DIsd
menggali subtansi pemikiran tokoh yang ada dan korelasi-korelasi yang signifikan
diantara pemikiran-pemikiran tokoh yang ada.

Umaruddin Masdar dalam bukunya Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien

Rais Tentang Demokrasi,™” juga membahas masalah demokrasi di Indonesia,

D Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Tbrahim, Zaman Baru Islam: Pemikiran
Dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Nurcholish Madjid, dan Jalaluddin Rahmat,
cet. I (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998),

*) Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran.
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khususnya pemikiaran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang demokrasi,
namun fokus kajian dari buku ini adalah berusaha menemukan titik temu dan
merunut kompatibilitas Islam dan demokrasi melalui usaha elaboratif metodelogi
ushul al-Figh, titik temu atau kompabilitas itu akan dikaji dalam konteks
diskursus intelektual Sunni vis a vis pemikiran politik Syi’i.

Buku Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim
Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)" yang ditulis oleh Masykuri
Abdillah,hanya sedikit membahas pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang
demokrasi, karena didalamnya ditampilkan berbagai pemikiran intelektual
muslim Indonesia perihal demokrasi.

Buku yang mengkaji pemikiran Amien Rais adalah “Cakrawala Islam:
cmtara Citer dan Fakt” 3 bk ini mernpakan kame San. YANe Mmencunes
banyak dan pamjang lebar tentang politik Islam vang telah menentukan format
baru yang mencakup landasan teologi, tujuan dan pendekatan lslam poltik yang di
pandang sebagai bangunan dengan konstruk negara kesatuan Indonesia.

Sedangkan buku Jslam  Demokrasi  Atac Rowoh- Polomik Strotons

Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais, yang disunting oleh Arief

Afandi hanyalah merupakan buku yang membahas secara datar tentang perbedaan

0 Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna

* M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Amtara Cita dan Fakta, cet. TI1 (Bandung: Mizan,
1991)
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strategi antara Gus Dur dan Amien Rais dalam mewujudkan negara yang
demokratis di Indonesia.>”

Penelitian ini akan menelusuri pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais yang tentunya berbeda dengan penelitian dan buku-buku yang tersebut di
atas, sebab pada penelitian ini penyusun lebih mengfokuskan pada kajian
paradigma’® dan visi pemikiran keduanya mengenai Islam dan kenegaraan dan
dalam kapasitasnya keduanya sebagai representasi intelektual muslim modem

Indonesia.

E Kerangka Teoretik

Dalam pengalaman Islam, kajian tentang hubungan Islam dan politik
sebenarnva memunculkan heherapa klain DI aniaranva. muncul Liaim wane
menyatakan tidak ada pemisahan antara agama dan politik. sebagaimana yang
dianut oleh pemikir-pemikir Islam formalistik seperti Sayid Quthub dan al-
Madudi. Sementara itu pemikir Islam seperti M. Igbal, menganut pemisahan

antara agama dan oolitik bukan dalam arti ide melainkan dalam nemicahan

fungsi. *”

> Arief Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat
Model Gus Dur dan Amein Rais,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

" Yang dimaksudkan paradigma disini adalah pandangan hidup (worview atuu
weltanschaung) yang dimiliki oleh para ilmuan dalam suatau disiplin ilmu tertentu M. Munandar
Sulaiman, Dinamika Masyarakat Transisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 19.

7 Zainuddin Maliki, Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realitas
Agama dan Demokrasi, (Yogyakarta: Yayasan Galang, ,2000), him. 9.
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Agama dan politik sebenarnya bukan suatu yang bertentengan secara dia-
metral, atau juga bukan berarti politik bagian dari agama, melainkan politik itu
inheren dalam agama. Kesadaran akan makna lebih jauh tentang politik yang
inheren dalam agama merupakan kesadaran manusiawi yang tidak dapat dibantah,
di mana sebagai mahluk sosial, manusia mempunyai naluri untuk hidup bersama.
Implikasi dari kehidupan sosial ini akan membawa manusia dalam upaya
mengembangkan sistem kehidupan bersama dengan perangkat hukumnya yang
kemudian berkembang menjadi politik.

Persolan agama dan politik dalam diskursus politik Islam hingga saat ini
masih menjadi polemik. Walaupun sebenarnya ada semacam keyakinan bersama
di antara para pemikir muslim, bahwa Islam sebagai ajaran yang sempurna mesti
meliputi seluruh |@spek Kehidupan wanysis Jdifdunie tdek | rerkscuali masalah
masaian poitk.

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan publik yang

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan

atan kesejahtedian/Thdnusis Bdeind imilden, Yan) Kk tWjuaii sublaniif~universai
disyari’atkannya hukum agama dalam untuk menciptakan kemaslahatan manusia
di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi
kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Sedangkan Abd. Wahhab

Khallaf **merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan refrensi untuk

*) Abdul Wahab Khallaf, limu Ushul Figh, Alih Bahasa Masdar Hilmy cet. IT (Bandung :
Gema Risalah Press, 1997), him. 146 dan 354-355
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pengambilan hukum aktual, yang meliputi;’” Pertama, maslahah itu bersifat
esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-oprasional mampu mewujudkan
kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan. Kedua, maslahah itu
ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Ketiga, maslahah itu

tidak betentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash.

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar
kemanusian yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama
(hifz ad-Din). 2) Hak memelihara Jiwa dan keselamatan fisik (hifz an-Nafs). 3)
Hak memelihara keturunan (Aifz an-Nasl). 4) Hak memelihara harta benda atau
hak milik pribadi (hif- al-Mal). Dan 5) Hak memelihara akal atau kebebasan
berfikir (hifz al-‘4ql)."”

NCiliasiahatan nabungamiva dengan konieks seooratis. sosial, politik dan
ke budayaan aktual akan mempunyai nuansa perbedaan yang mendasar mengenai
tafsir, cakupan, bahasa dan idiom-idiom struktural, meskipun pada esensinya
memiliki makna yang sama dan universal. Oleh karenanya, untuk untuk
mewujudkan kemaslahatan pada level politik dan diskursus figh Islam maka
dikenal terminologi “as-Siyasah asy-Syar’iyyah”, yaitu sebuah teori yang
mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang

penguasa (imam) harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna

*) Fathur Rahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. TIl (Jakarta: Logos Wacana Imu,
1999), him. 123-130.
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menegakkan kemaslahatan itu ‘" Sehingga  as-Siyasah asy-Syar ‘iyah disini
mempunyai empat komponen unsur pokok: Pertama, adanya kebijakan hukum
atau aturan pokok. Kedua, dibuat oleh seorang penguasa. Ketiga, diwujudkan
guna kemaslahatan secara umum. Dan Keempat, tidak bertentangan dengan
prinsip nilai-nilai Islam,*?

Dalam perspektif teori as-Siyasah asy-Syar 'iyyah, negara dan demokrasi
merupakan sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentral
utama sistem pengambilan keputusan secara umum bagi suatu negara, dan
merupakan sistem yang mengembangkan kebebasan manusia dan menjamin hak-
hak dasar mereka untuk menciptakan kemaslahatan publik.*”

Karena, demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang paling

1 B .
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diminati dar dingmesvs [ssearampocitif oleh o8
muncui sebab demokras: bukan saja melewati w verifikasi sejarah yang cukup
komplek dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi Juga telah mewujudkan
kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil,

egaliter. dan manusiawi *Y Dalam wacana r\n“ﬁl' modern demolirasi  di

definisikan seperti apa yang dirumuskan oleh negarawan Amerika, Abraham

" Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Alih
Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press,
2000), him. 36.

*) Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, jilid 5 (Jakarta. PT. IkhtiarBaru, tth),
hlm.1626-1627.

*) Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran, him. 14,

*) Nasrullah Ali Fauzi, ICMI Antara Status Quo dan Demokrasi, (Bandung: Mizan,
1995), hilm 144
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Lincholn, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (government
of the people, by the people, for the people).*

Sementara, Yusuf Qardhowi memberikan pengertian bahwa demokrasi
adalah suatu proses pemilihan yang melibatkan banyak orang untuk mengangkat
seorang kandidat yang berhak memimpin dan harus mengurus keadaan mereka
sehingga jika ada yang memberontak terhadap kekuasaannya, maka mereka layak
mendapat hukuman. Inilah subtansi yang hakiki dari demokrasi yang memberikan
bentuk dan beberapa sistem praktis seperti pemilihan umum, meminta pendapat
rakyat, menegaskan keputusan mayoritas, multi-partai politik, kebebasan pers,
mengeluarkan pendapat otoritas pengadilan dan lain-lain *

Hamid Inayat menegaskan bahwa hakekat demokrasi yang kita fahami

selama ini adalah tanna didasselan pads s=diial prinalpetrinsin vanyg jordirumi
; . i1 P vahy

dalam undang-undangnya. Yang terpenting dalam prinsip ini adalah pengetahuan
akan martabat manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas
perlunva hukum. vaitu himpunan norma-norma viedolnohtil dan rasicasl Buita

mengatur hubungan sosial, kesamaan semua warga negara dihadapan hukum

tanpa mamandang ras, suku dan kelompok, sehingga dapat dibenarkan segala

*) Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran, him. 15

) Yusuf Qardhowi, Figh Daulah, hlm. 183-184.
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keputusan negara itu apabila atas persetujuan rakyat dan tingkat toleransi yang

tinggi terhadap pendapat-pendapat yang tidak konvensional.*”

Sedangkan menurut Fahmi Huwaydi*® ada beberapa prinsip dasar
pemerintahan (negara yang demokratis) yang bisa digali dari sumber-sumber
Islam: 1). Keadilan dan musyawarah. 2). Kekuasaan sepenuhnya dipegang rakyat.
3). Kebebasan adalah hak semua warga negara. 4). Persamaan dimuka hukum . 5).
Undang-undang di atas segalanya dan 6). Pertanggung jawaban manusia terhadap

rakyat.

Demokrasi sering dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-
mlai perjuangan untuk kebebasan dan Jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi
bukan hanva merupakan metode kekuasaan vang mavoritas melahi nartisipasi
fakyal dan Kompeiisi bebas, iciapr juga mengandung niial universal khususnya
persamaan, kebebasan, dan pluralisme, walaupun konsep opersionalnya bervariasi
menurut kondisi budaya tertentu.*” dengan demikian bahwa demokrasi tidaklah
hanya berhubungan dengan instutusi formal, tetapi juga dengan eksistensi ni lainva
dalam kehidupan sostal.

Dari beberapa asumsi tersebut di atas, maka dintara pemikiran politik
islam baik itu klasik maupun kontemporer terdapat kerangka fikir (mode of

thought) yang menempatkan Islam sebagai etika-moral dalam menetapkan

*? Hamid Inayat, Reaksi Politik Syi'a dan Sunni: Pemikiran Politik IslamModern
Menghadapi Abad Ke-20, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 196-198.

) Fahmi Huwaydi, Demokrasi Oposisi, him. 160-177

* Maskuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna, him, 74..
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landasan kepolitikan dalam suatu negara yang demokratis, yang tidak terikat
secara kaku dengan model pengetatan terhadap syari’ah Islam dengan mendirikan
kekhalifahan dunia (negara Islam).

Pandangan Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Islam dan
kenegaraan merupakan manifestasi dari pandangan filsafatnya. Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais secara ontologis menganggap keadaan manusia dan alam
semesta merupakan karya Tuhan. Secara epistemologi keduanya bukan
merupakan penganut empirisme, melainkan dapat digolongkan pada faham
idealisme. Ada perbedaan pada sisi aksiologis pandangan keduanya, hal ini
dilatarbelakangi oleh perbedaan sosio-kultural masing-masing, sekalipun ada

persamaan ontologis dan epistemologis.

i'. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka

sebagai sumber (data) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam katagori
historis-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran
seorang tokoh,”” dalam hal ini adalah Abdurrahman Wahid dan Amien

Rais.

% Anton Baker, Metode-metode Filsafat, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), him.
136. Atau Winarno Surakhmad, Pengntar Penelitian Ilimiah: Dasar, Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42



22

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini adalah diskriptif’ Yanalisis, dan komparatif,
penelitian ini berusaha memaparkan bangunan Islam dan kenegaraan
secara umum sebelum akhirnya akan mendiskripsikan kerangka pemikiran
tokoh yang diteliti yaitu Abdurrahman Wahid dan Amien Rais melalui
data-data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang
subtansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan membangun beberapa
korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian akan menjelaskan tentang
bagaimana dan mengapa muncul karakteristik pemikiran serta persamaan
dan perbedaan kedua tokoh ini

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan wvang diginakan dalam memneraloh dara-da
SKIpsi ni adalah metode pendekatan normatif-historis. Normatif, vaitu
pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah ushuliyyah yang
mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Pendekatan ini juga
berusaha untuk melihat seianh mana  relevanci  dan  Leahcahan
implementasi pemikiran Abdurrahman Wahid dan Amien Rais sesuai
dengan kemaslahatan dan kesejahteraan.

Historis, adalah pendekatan yang mengkaji sebuah peristiwa atau

suatu pemikiran yang diletakkan dalam backgraund sejarahnya dan realitas

yang mclikupinya, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh

o0 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. XTI (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2000), hlm. 6
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faktor tersebut terhadap karakteristik pemikiran keduanya dalam dikursus
Islam dan kenegaraan di Indonesia.
b. Pengumpulan Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya,
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan me-
recover buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais, serta buku-buku lain yang mendukung
pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.
c. Analisis Data
Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif Deduksi
merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data vang bersifat
umum untuk menemukan kesimpulan yang lebih bersifat khusus.’”
dalam konteks ini, akan di analisis paradigma pemikiran Abdurrahman
Wahid dan Amien Rais tentang Islam dan kenegaraan kemudian
mendeduksikannva dengan pendekatan normatif
Metode komparatif menjelaskan hubungan atau relasi dari dua
fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki

dan obyek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab komparasi

*2 Syaikhul Hadi Pernomo dkk, Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi, (Surabaya: BP3
Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27
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ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga

hakekat obyek dapat difahami dengan semakin murni,*”

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok
bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri
dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah
sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metodelogi penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua, tentang biografi Abdurrahman Wahid dengan rincian: Latar
belakang sosial dan pendidikannya, pengalaman dan aktifitas intelektual, dan
sepintas aksi, pemikiran, dan karya-karyanya serta pemikiran politik
Abdurrahaman Wahid tentang Islam dan kenegaraan dengan sub bahasan
mengenai tentang ideologi negara Tclam dan negara  dan Telam dan demokrasi
dalam politik dan pemikirannya.

Bab ketiga, tentang biografi Amien Rais dengan rincian; Latar belakang
sosial dan pendidikannya, pengalaman dan aktifitas intelektual, dan sepintas aksi,

pemikiran, dan karya-karyanya serta pemikiran politik Amien Rais tentang Islam

) Anton Baker dan Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius,1989), hlm. 50-51.
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dan kenegaraan dengan sub bahasan mengenai ideologi negara, Islam dan negara,
dan Islam dan demokrasi dalam politik dan pemikirannya.
Bab keempat, tipologi pemikiran politik Abdurrahman Wahid dan Amien
Rais tentang Islam dan kenegaraan dengan melihat sisi persamaan dan perbedaan.
Bab kelima sebagai bab penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan
dengan memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran serta

lampiran-lampiran.



BAB.V

PENUTUP

A. Kesimpulan

I

Abdurrahman Wahid dan Amien Rais adalah intelektual Muslim
kontemporer yang muncul dengan sikap kritis terhadap kekuasaan.
Keduanya mengamini demokrasi sebagai sistem yang final dan
dinamis. Karena keduanya beranggapan bahwa negara hanya bisa
berjalan dengan stabil apabila negara tersebut menggunakan sistem
demokrasi, sebab di samping adanya kesamaan antara mlai-nilai dasar
demokrasi dengan Islam  demokrasi juga mengandung prinsip
kelmanusiai yaiig dcai saiia Gengan yang dicita-Citakan oich Isiam.

yakni, prinsip musyawarah, kebebasan, persamaan, dan keadilan.
Sehingga wajar jika pemikiran keduanya menyandarkan pada prinsip
maslahah dan tauhid sebagai moral-etik dalam membangun sistem
politik modern, dan dalam prinsip ini pembentukan negara yang adil,
jauh dari kesewanag-wenangan, cgaliter adalah merupakan cita-cita
yang yang harus diwujudkan. Sedangkan tujuan tersebut hanya bisa

dicapai melalui sistem negara yang demokratis.

2. Pandangan tentang negara Islam (Islamic state), Abdurrahman Wahid

dan Amien Rais sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak

terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Seruan untuk mendirikan

139
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negara Islam tersebut dalam pandangan Abdurrahman Wahid
merupakan seruan yang bersifat apoligetik dan utopis. Hal senada juga
keluar dari pendapat Amien Rais. Bagi Amien Rais apala artinya
sebuah nama kalau subtansinya adalah kosong, jauh dari realitas al-
Qur’an itu sendin. Kendati keduanya tidak sepakat dengan pendirian
negara Islam, namun keduanya membuat beberapa parameter negara
Islam, yang diambil dari beberapa prinsip dasar ajaran Islam, yang
selanjutnya diformulasikan dengan prangkat teori negara kebangsaan
(nation state)’ Namun dalam melihat aplikasi hukum Islam dalam
suatu negara, Abdurrahman Wahid dan Amien Rais memiliki
perbedaan cara pandang. Bagi Amien Rais hukum Allah yang
terkandung dalam al-Our’an merupakan hukum vane lengkap dan
terpadu, yang udak dapat dikaiahkan oien nukum buatan manusia.
Sedangkan bagi Abdurrahman Wahid, bahwa hukum Islam dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah merupakan sumber normatif yang dibuat untuk
manusia, vang berfungsi tidak semata-mata untuk umat Islam tapi juga

untuk seluruh umat manusia.

Walaupun terdapat = perbedaan-perbedaan, corak pemikiran
Abdurrahman Wahid dan Amien Rais telah memberikan kontribusi
yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual di Indonesia secara
umum. Lebih-lebih bagi Amien Rais yang telah merumuskan
hubungan Islam dan negara secara ideal, indikasi ini terlihat ketika

dekade terakhir (tahun 1987-an), telah diwarnai oleh ketegangan dan
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mengerucutnya sikap saling mencurigai antara negara dengan

kelompok Islam radikal. Kontribusi pemikiran keduanya mampu

memberi warna baru di kalangan intelektual muda Indonesia untuk

lebih serius menggagas dan memperjuangkan negara demokrasi.

Terutama kesadaran akan pentingnya demokrasi untuk mewujudkan

tatanan masyarakat jauh dan kesewanang-wenangan, egalitarianisme

serta menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat.

1

Untuk para cendekiawan lerutama kalangan muda untuk pro aktif
dan serius menggali pemikiran-pemikiran tokoh Islam, agar dapat
memperkava hazanah pemikiran dengan tidak membatasit disiplin
ilmu, tokoh dan kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang
konflik yang membodohkan. Tetapi lebih mengembangkan sikap
toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri

paling benar dapat terhindarkan.

Dengan pendekatan moral-etik al-Qur’an dan al-sunnah sebagai
landasan perjuangan politik sebenarnya umat Islam tidak harus
secara kaku untuk menjadikan tradisi yang saklek dalam rangka
membanagun cita-cita Islam vang mengajarkan cita-cita luhur
kemanusian universal. Oleh karena itu, kajian tentang politik Islam

harus digiatkan lagi. Sebab selama ini literatur yang berkaitan
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dengan kajian politik Islam kontemporer yang menjadi kaidah
politik umat Islam yang genuine di zaman modern ini masih

sangat minim.

. Menguatnya arus besar politik Islam pasca reformosi, dengan
penampilanya yang multi-wajah diharapkan para poltisi Islam
dapat mengedepankan politik populis. Yaitu berpolitik yang dapat
menghargai perbedaan pandangan dan agenda politik masing-
masing tanpa harus saling menjatuhkan dan menfitnah. Dan bagi
masyarakat sub politik, partisipasi dalam menentukan proses
politik merupakan bagian dari penguatan terhadap posissi
masyarakat sipil. Kendatidemikian, koredor negara yang

R e N I N
CCHOUR TAUls i tidian tan
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